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Laporan PKL ini disusun berdasarkan pengalaman penulis ketika melaksanakan PKL 
selama dua puluh lima hari kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui 
mekanisme kerja suatu bidang dalam sebuah instansi atau perusahaan, pengamatan 
secara langsung terkait bidang pendidikan penulis dalam dunia kerja sesungguhnya, 
serta menambah kesiapan kerja untuk memiliki kriteria sebagai sumber daya manusia 
yang unggul, terampil, dan berkualitas. 
 
Tugas yang dilakukan selama melaksanakan PKL, yaitu melakukan 
pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, menyortir berkas Wajib Pajak, 
serta memasukkan data surat teguran Wajib Pajak. Penulis mengalami beberapa 
kendala dalam menjalankan tugas, seperti kurangnya rasa percaya pegawai terhadap 
penulis, kurangnya komunikasi antar pegawai yang mengurus pelaksanaan PKL, dan 
banyaknya arsip data yang terpisah. Namun, kendala tersebut dapat diatasi seiring 
berjalannya waktu serta bantuan dari pegawai. Kendala tersebut dapat diatasi 
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A. Latar Belakang Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
Dunia kerja tidak hanya menuntut penguasaan pengetahuan, melainkan 
kemampuan atau skill yang menjadi nilai tambah seseorang. Dalam praktiknya, tenaga 
kerja harus memiliki karakter, kemampuan, serta kesiapan kerja yang baik. Erat 
kaitannya dengan hal-hal tersebut, kemampuan individu dalam bekerja biasa didapat 
ketika melaksanakan PKL. Kegiatan tersebut akan memberikan kesempatan bagi 
mahasiswa untuk mengenal budaya kerja serta menumbuhkan sikap kompetitif dalam 
diri mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja yang sungguhnya.  
Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu bentuk implementasi secara 
sistematis dan sinkron antara program pendidikan di kampus dengan program 
penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia 
kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu (Pratama, Putra, & Datya, 2017). 
Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program studi atau konsentrasi 
dari setiap mahasiswa guna memberikan kompetensi dalam menganalisis kondisi 





Dewasa ini, persaingan di bursa tenaga kerja semakin meningkat sejak 
pemberlakuan pasar bebas ASEAN 2015. Pembenahan kualitas sumber daya manusia 
merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa 
(Dewi Wuryandani, 2015). PKL merupakan salah satu cara pembenahan sumber daya 
manusia, di mana mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan 
bahkan sebelum memasuki dunia kerja.  
KPP Pratama sebagai salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak mempunyai 
tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan terhadap Wajib Pajak di 
bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah 
wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Maksud Praktik Kerja Lapangan: 
1. Melakukan praktik kerja sesuai dengan bidang pendidikan. 
2. Membandingkan teori bidang akuntansi yang sudah dipelajari di bangku 
kuliah dengan praktik kerja. 
3. Mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan terkait bidang pendidikan di 
dunia kerja dalam suatu instansi atau perusahaan. 





Tujuan Praktik Kerja Lapangan: 
1. Menyelesaikan salah satu mata kuliah Praktik Kerja Lapangan di Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
2. Mengetahui mekanisme kerja suatu bidang dalam sebuah instansi atau 
perusahaan. 
3. Melakukan pengamatan secara langsung terkait bidang pendidikan dalam 
dunia kerja sesungguhnya. 
4. Menambah kesiapan kerja untuk memiliki kriteria sebagai Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang unggul, terampil, dan berkualitas. 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan ini diharapkan 
memberikan dampak positif bagi mahasiswa, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta, serta instansi tempat praktik, yakni Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Jakarta Pasar Rebo. Berikut kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
Bagi mahasiswa: 
1. Melatih keterampilan mahasiswa sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh 
selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
2. Menumbuhkan sikap disiplin, bekerja sama, dan bertanggung jawab atas tugas 
yang dilakukan. 





Bagi Fakultas Ekonomi: 
Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai 
dengan kebutuhan di lingkungan instansi atau perusahaan dan tuntutan pembangunan 
pada umumnya. Dengan demikian Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dapat 
mewujudkan konsep link and match dalam meningkatkan kualitas layanan pada 
stakeholders (Fakultas Ekonomi, 2012). 
Bagi instansi: 
1. Menciptakan kerja sama antara instansi atau perusahaan dengan universitas. 
2. Memudahkan instansi untuk menyelesaikan pekerjaan. 
3. Meningkatkan produktivitas kerja, khususnya pada Seksi Pelayanan. 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
 Penulis melaksanakan PKL di salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak, 
yakni KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Penulis ditempatkan pada Seksi Pelayanan.  
Nama Instansi :  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo 
Alamat :  Jalan Raya Bogor No. 46 Jakarta Timur 13830 
No. Telp :  (021) 87799512 
Faksimili :  (021) 8400486 





Alasan penulis memilih KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo sebagai tempat 
pelaksanaan PKL, yaitu agar praktikan memahami penerapan akuntasi di kantor 
perpajakan. 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Waktu pelaksanaan PKL dilakukan selama dua puluh lima hari kerja dimulai dari 
29 Juli s.d. 30 Agustus 2019. Saat melaksanakan PKL, waktu kerja penulis ditentukan 
oleh KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, dimulai dari pukul 08.00-16.00 WIB. Berikut 
rincian tahapan kegiatan PKL. 
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap ini, penulis mencari berbagai informasi mengenai tempat instansi atau 
perusahaan yang sesuai dengan bidang akademik dan dapat menerima penulis untuk 
melaksanakan PKL selama dua puluh lima hari kerja pada periode Juli s.d. Agustus 
2019. Setelah menemukan instansi yang sesuai, penulis membuat surat pengantar dari 
bagian administrasi Fakultas Ekonomi untuk diproses di laman SIPERMAWA UNJ. 
Selanjutnya, begitu penulis mendapat surat pengajuan pelaksanaan PKL, penulis pun 
memberikan surat pengajuan PKL pada Bagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP 
Pratama Jakarta Pasar Rebo yang bertanggung jawab menangani mahasiswa PKL. 
Setelah mendapat persetujuan yang menyatakan bahwa instansi tersebut mengizinkan 






2. Tahap Pelaksanaan 
Pelaksanaan PKL berjalan selama dua puluh lima hari kerja, dimulai dari 29 Juli 
s.d. 30 Agustus 2019. Jam kerja penulis mengikuti aturan yang ditetapkan oleh KPP 
Pratama Jakarta Pasar Rebo, dimulai dari pukul 08.00-16.00 WIB. 
3. Tahap Pelaporan 
Penulisan laporan PKL dimulai sejak penulis selesai melaksanakan PKL, yakni 
mulai dari September hingga November. Dalam menyelesaikan laporan PKL ini, 
penulis masih harus bertemu kembali dengan pegawai di Sub Bagian Umum KPP 
Pratama Jakarta Pasar Rebo untuk mendapatkan surat keterangan bahwa penulis telah 
menyelesaikan PKL. Dari berbagai data instansi yang sudah penulis kumpulkan 
selama melaksanakan PKL, penulis segera mengolah data tersebut dan diserahkan 









Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov 
1 Persiapan              
2 Pelaksanaan              
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TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah Perusahaan 
Sumber: pajak.go.id 
KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo adalah pecahan dari KPP Pratama Jakarta 
Kramat Jati. Sebelum akhirnya menjadi KPP, kantor ini adalah Kantor Pelayanan PBB 
Jakarta Timur Dua. Seiring dengan modernisasi kantor pajak, kantor ini pun beralih 
fungsi menjadi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Hal ini didasari oleh Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor: 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007. Berdasarkan 
peraturan tersebut, KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo resmi berdiri pada 2 Oktober 
2007. 





KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo terletak di Jl. Raya Bogor No. 46, Kelurahan 
Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Wilayah yang menjadi cakupan Wajib 
Pajak di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo terdiri dari tiga Kecamatan, yaitu 
Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Ciracas, dan Kecamatan Cipayung. 














Sumber: KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo







    
 
  
Kecamatan Ciracas Kelurahan Cibubur 















Kelurahan Pondok Ranggon 
Kelurahan Cipayung 
Kelurahan Munjul 







Visi dan Misi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo: 
1. Visi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo 
Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem manajemen 
perpajakan kelas dunia, yang dipercayakan dan dibanggakan masyarakat. 
2. Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Rebo: 
Tabel II. 2 Misi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo 
Misi Fiskal Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang 
mampu menunjang kemandirian permerintahan berdasarkan 
Undang-Undang  Perpajakan dengan efektifitas dan efisiensi 
yang tinggi. 
 
Misi Ekonomi Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi 
permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang 
minimizing distorsion. 
 
Misi Politik Mendukung proses demokratisasi bangsa. 
 
Misi Kelembagaan Senantiasa memperbaharui diri selaras dengan aspirasi 
masyarakat dan tenokrasi perpajakan serta administrasi 
perpajakan mutakhir. 
 
Sumber: KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo 
 
B. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi merupakan susunan sistem hubungan antar posisi 
kepemimpinan yang ada dalam organisasi. Hal ini merupakan hasil pertimbangan dan 
kesadaran tentang pentingnya perencanaan atas penetuan kekuasaan, tanggung jawab, 
spesialisasi setiap anggota organisasi (Budiasih, 2018). Adapun struktur organisasi 





1. Kepala Kantor sebagai pimpinan satuan organisasi instansi vertikal Direktorat 
Jenderal Pajak wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi 
baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan 
instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak serta dengan instansi lain di luar 
instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan tugas pokok masing-
masing. Kepala Kantor mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing, 
mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-
masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 
2. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, 
tata usaha, dan rumah tangga. 
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, 
pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman 
dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB), pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan 
aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan 
laporan kinerja. 
4. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk 
hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, 





penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan 
kerja sama perpajakan. 
5. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang 
pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan 
penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. 
6. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana 
pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan 
penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, serta administrasi pemeriksaan 
perpajakan lainnya. 
7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi 
perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta pembentukan dan 
pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi. 
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi 
Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, 
masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban 
perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi 
teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, 
rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan 
pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta 





9. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 
dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, 
pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak 
Langsung lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama berfungsi sebagai berikut. 
1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, 
penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian 
objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. 
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan 
Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya. 





5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.  
6. Pelaksanaan ekstensifikasi. 
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. 
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak. 
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan. 
11. Pelaksanaan intensifikasi. 
12. Pembetulan ketetapan pajak. 
13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB). 
14. Pelaksanaan administrasi kantor. 
KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo memberikan pelayanan dalam pemenuhan 
kewajiban perpajakan berupa pemindahbukuan (Pbk), Surat Pemberitahuan (SPT), 
Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat 
Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). 
1. Pemindahbukuan (Pbk)  
Pemindahbukuan adalah salah satu cara dalam melakukan pembayaran pajak. 





atau tahun pajak yang sama atau berlainan, untuk Wajib Pajak yang sama atau 
berlainan, dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sama atau berlainan. 
2. Surat Pemberitahuan (SPT) 
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang Wajib Pajak gunakan untuk 
melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan 
perpajakan. 
3. Surat Setoran Pajak (SSP) 
Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang Wajib Pajak gunakan untuk 
melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ke kas negara. 
4. Surat Tagihan Pajak (STP) 
Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau 
sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 
5. Surat Ketetapan Pajak (SKP) 
Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang meliputi: 
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 
Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok, jumlah kredit 
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok, besarnya sanksi administrasi 
dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 






c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 
Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, 
karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang.  
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah Surat Ketetapan Pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pajak pokok yang sama besarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 
6. Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). 
7. Surat Keputusan Keberatan 
Surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
8. Surat Keterangan Bebas (SKB) 
Surat ketetapan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak diberikan kebebasan untuk 
tidak membayar angsuran pajak dalam tahun berjalan berdasarkan ketentuan yang 
berlaku. 
9. Surat Paksa (SP) 
Surat perintah membayar pajak dan tagihan pajak sesuai Undang-Undang Nomor 
19 Tahun Pajak 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (SP). 
10. Surat Keterangan Domisili (SKD) 







Pengembalian kelebihan pembayaran PPh/PPN/PPnBM, Surat Keputusan 
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), pengembalian pajak 






PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Selama melaksanakan PKL di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, penulis 
ditempatkan di Seksi Pelayanan yang bertugas untuk melakukan pengadministrasian 
dokumen dan berkas perpajakan, menyortir berkas Wajib Pajak, serta memasukkan 
data surat teguran Wajib Pajak. Beberapa bagian dalam Seksi Pelayanan antara lain: 
1. Kepala Seksi Pelayanan 
a. Kepala Seksi Pelayanan bertanggung jawab untuk menugaskan pelaksanaan 
konsep rencana kerja Seksi Pelayanan. 
b. Mengawasi kinerja seluruh pegawai di Seksi Pelayanan. 
c. Meneliti, memaraf, dan menyampaikan rencana kerja KPP kepada Kepala KPP 
lain. 
2. Tempat Pelayanan Terpadu 
a. Melaksanakan pelayanan yang berhubungan langsung dengan wajib pajak. 
b. Melayani pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
3. Pelaksana 
a. Melakukan pengiriman dan pengembalian data Surat Pemberitahuan (SPT) 
Tahunan Badan kepada Pusat Pengolahan Data Dokumen Perpajakan 
(PPDDP). 





c. Melakukan pencetakan Surat Keterangan Bebas (SKB) dan Surat Keterangan 
Pajak (SKP). 
d. Melakukan konfirmasi data Surat Pemberitahuan (SPT) Badan antar KPP 
lainnya. 
e. Melakukan perekaman dan pencetakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
f. Menerima surat permohonan dan pelaporan keterangan bebas pajak atau SKB 
dan Surat Keterangan Pajak (SKP). 
4. Pemberkasan 
a. Mengurus berkas-berkas SPT Tahunan. 
b. Mengurus berkas-berkas arsip tanda terima. 
c. Mengurus berkas-berkas pajak. 
Dari fungsi dan tugas pada Seksi Pelayanan tersebut, penulis tidak ditempatkan di 
seluruh bagian. Adapun yang menjadi tugas penulis selama melaksanakan PKL pada 
Seksi Pelayanan antara lain: 
1. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan. 
2. Menyortir berkas Wajib Pajak. 
3. Memasukkan data surat teguran Wajib Pajak. 
B. Pelaksanaan Kerja 
Pelaksanaan PKL berjalan selama dua puluh lima hari kerja, dimulai dari 29 Juli 
s.d. 30 Agustus 2019. Penulis melaksanakan PKL dengan mengikuti hari dan jam 





dari pukul 08.00-16.00 WIB. Berbeda dengan lamanya jam kerja pegawai, jam kerja 
penulis lebih cepat satu jam dari para pegawai KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo yang 
bekerja dari pukul 08.00-17.00 WIB.  
Pada hari pertama melaksanakan PKL, penulis diperkenalkan oleh Sub Bagian 
Umum untuk diarahkan ke Seksi Pelayanan yang membutuhkan tenaga mahasiswa 
PKL. Setelah ditempatkan di Seksi Pelayanan, penulis diberikan arahan tentang 
kegiatan yang akan dilakukan serta tata tertib selama melaksanakan PKL. Berikut 
rincian pekerjaan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL. 
1. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan 
a. Memisahkan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) 
Memisahkan beberapa tumpukan surat yang terdiri atas Surat Keterangan 
Bebas (SKB), penolakan Surat Keterangan Bebas (SKB), dan SKTD.  
b. Memasukkan data Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) 
Memasukkan data-data SKTD ke dalam sebuah file yang sudah berisikan 


















c. Memberi nomor surat Nota Dinas pada dokumen yang hendak dikirim 
kepada KPP yang bersangkutan. 























2. Menyortir berkas Wajib Pajak 
a. Menyortir Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD)  
SKTD adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak 
memperoleh fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang 
diterbitkan oleh Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atas nama Direktur 
Jenderal Pajak. Banyaknya berkas Wajib Pajak dalam tiga tahun terakhir 
membuat para pegawai di Seksi Pelayanan membutuhkan waktu cukup lama 
untuk mencari berkas yang harus dikirim dan kemudian dipisahkan menjadi 
arsip. Oleh karena itu, penulis ditugaskan untuk menyortir beberapa berkas 
SKTD tahun 2017 dan 2018. Menyortir SKTD tidak hanya dilihat dari tahun 
pembuatan surat, tetapi juga dengan memerhatikan nomor surat. 
b. Menyortir Surat Keterangan Bebas (SKB) 
Berkas-berkas yang belum dilihat kembali oleh pegawai Seksi Pelayanan, 
termasuk SKTD dan SKB beserta penolakannya merupakan pekerjaan 
penulis untuk menyortirnya agar menjadi lebih urut disertai dengan 
memisahkan arsipnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah 
pencarian berkas yang terpisah dari data Wajib Pajak dan bila sewaktu-
waktu data Wajib Pajak diperlukan. Selain itu, memerhatikan nomor surat 
dan waktu pembuatan surat yang tertera adalah hal yang penting dalam 
mengumpulkan arsip.  





a. Memasukkan data surat teguran Wajib Pajak ke dalam sebuah dokumen 
komputer. 
b. Setelah ditandatangani oleh Kepala Kantor, surat teguran dimasukkan ke 
dalam sebuah amplop beserta cap KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. 
c. Surat teguran diberikan kepada Sub Bagian Umum. 
C. Kendala yang Dihadapi 
Selama menjalani PKL, banyak hal yang sudah didapatkan, termasuk kendala 
yang dihadapi di tempat praktik kerja. Berikut beberapa kendala yang dihadapi ketika 
melaksanakan PKL. 
1. Kurangnya rasa percaya pegawai 
Praktikan melihat adanya sedikit rasa ketidakpercayaan dari pegawai ketika 
melaksanakan tugas. Pada awal pelaksanaan PKL, pegawai lebih sering mengambil 
alih pekerjaan yang semula sudah dipercayakan untuk dikerjakan praktikan. Mungkin 
hal tersebut cukup dimaklumi, sebab praktikan dapat dikatakan sebagai orang baru 
yang belum sepenuhnya mengetahui cara kerja secara detail. Hal ini membuat 
praktikan sering tidak mengerjakan apa-apa jika tidak meminta pekerjaan. 
2. Kurangnya komunikasi antarpegawai yang mengurus pelaksanaan PKL 
Pada minggu kedua pelaksanaan PKL, praktikan mendapat informasi dari Sub 
Bagian Umum bahwa harus ada surat dari Kanwil atas penempatan PKL agar bisa 
mendapatkan surat keterangan telah selesai melaksanakan PKL. Namun, setelah 





PKL dan mendapatkan surat keterangan telah selesai melaksanakan PKL dari pihak 
KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo begitu pelaksanaan PKL sudah selesai. 
3. Banyaknya arsip data yang terpisah 
Saat menyortir SKTD dan SKB, praktikan juga harus mencari surat yang sesuai 
dengan nomor surat dan waktu terbitnya surat. Praktikan mengalami kesulitan karena 
banyak surat yang seharusnya dijadikan arsip tidak ditemukan. Hal ini disebabkan 
oleh pegawai yang mengurus surat-surat, seperti SKTD dan SKB ada di dua pegawai 
yang berbeda. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Dari kendala yang dihadapi, maka langkah yang dilakukan untuk mengatasinya 
ialah sebagai berikut. 
1. Kurangnya rasa percaya pegawai terhadap praktikan dalam pemberian tugas 
selama pelaksanaan PKL ini terbilang penting dalam membangun sebuah kerja 
sama. Kepercayaan pegawai merupakan bagian penting dari hubungan antara 
individu dan organisasi (Wang & Hsieh, 2013). Praktikan membangun 
kepercayaan pegawai dengan cara: 
a. Bersikap ramah dan terbuka kepada seluruh pegawai. 
b. Bertanya sebelum mengerjakan tugas yang berikan. 
c. Mengerjakan dengan cepat setiap pegawai memberi tugas. 





Dari cara-cara tersebut, pegawai akan melihat bahwa praktikan dapat mempelajari dan 
mahir dengan tugas yang diberikan. Ketidakpercayaan pegawai dapat dihilangkan dan 
pegawai dapat mengandalkan praktikan untuk membantu setiap tugasnya. Tyler 
mengemukakan bahwa kepercayaan menjadi penting, karena adanya keinginan kuat 
untuk memahami bagaimana menciptakan kerja sama yang efektif dalam organisasi 
(Sri, 2011). 
2. Kurangnya komunikasi antarpegawai yang mengurus pelaksanaan PKL.  
Komunikasi adalah bagian terpenting dalam sebuah pekerjaan. Pentingnya 
komunikasi tidak hanya dari individu ke individu saja, melainkan sangat penting bagi 
individu ke pimpinan dan pegawai lainnya. Menurut Carl I. Hovland, komunikasi 
adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan 
rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain (Caropeboka, 2017). Sementara itu, 
Redding mengemukakan ada tiga alasan diperlukannya komunikasi dalam organisasi, 
yaitu untuk pelaksanaan tugas-tugas dalam organisasi, untuk pemeliharaan, dan untuk 
kemanusiaan (Lubis, 2008). 
Dalam hal ini praktikan banyak bertanya terkait ketentuan-ketentuan yang ada 
dari berbagai pihak di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo dan mengunjungi BAAK UNJ 
untuk berkonsultasi mengenai surat menyurat. Praktikan juga memberikan tanggapan 
bahwa tidak ada ketentuan dari KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo atas informasi yang 
baru ditetapkan. Dengan begitu, akhirnya praktikan pun bisa tetap melanjutkan PKL 





3. Banyaknya arsip data yang terpisah membuat praktikan harus lebih teliti dalam 
mencari, menyortir, dan mencocokkan surat.  
Menurut Costa dan McCrae, ketelitian berarti menilai kemampuan individu di 
dalam organisasi, baik mengenai ketekunan dan motivasi dalam mencapai tujuan 
sebagai perilaku langsungnya (Haryati, Safitri, Manullang, Haryanti, & Putri, 2015). 
Dalam hal ini, praktikan mencari surat yang belum lengkap dari pegawai yang biasa 
mengurus surat-surat terkait. Praktikan juga mencari arsip yang hilang di Ruang 
Pemberkasan Data. Selain itu, praktikan juga dibantu oleh pegawai yang menjadi 
pembimbing PKL, sehingga praktikan lebih cepat menyelesaikan tugas. McCrae dan 
Allik, J (2002) menjelaskan bahwa untuk mengukur kepribadian ketelitian diperlukan 
competence, kesanggupan, efektifitas, dan kebijaksanaan dalam melakukan sesuatu 






SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu program yang dapat 
memberikan gambaran dunia kerja bagi mahasiswa, di mana mahasiswa diberikan 
tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan di perusahaan atau instansi tempat 
mahasiswa melakukan PKL. Dari kegiatan tersebut, mahasiswa dapat menerapkan 
teori yang telah didapatkan di bangku kuliah serta keterampilan yang dimiliki dalam 
menyelesaikan pekerjaan. 
Ketika menjalani PKL selama dua puluh lima hari kerja di Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Rebo, praktikan dapat menyimpulkan bahwa PKL 
merupakan suatu upaya universitas dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia 
yang berkualitas, terampil, dan siap memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. 
Praktikan ditempatkan di Seksi Pelayanan dan bertugas melakukan 
pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, menyortir berkas Wajib Pajak, 
serta memasukkan data surat teguran Wajib Pajak. Dalam melaksanakan PKL, 
praktikan mengalami beberapa kendala dan harus mampu mengatasi kendala tersebut 
dengan baik.  
Kendala yang dihadapi serta penyelesaiannya selama melaksanakan Praktik Kerja 





1. Kurangnya rasa percaya pegawai. Berikut cara yang dilakukan praktikan untuk 
membangun rasa percaya pegawai: 
a. Bersikap ramah dan terbuka kepada seluruh pegawai. 
b. Bertanya sebelum mengerjakan tugas yang berikan. 
c. Mengerjakan dengan cepat setiap pegawai memberi tugas. 
d. Menyelesaikan tugas dengan teliti dan berusaha nihil kesalahan. 
2. Kurangnya komunikasi antarpegawai yang mengurus pelaksanaan PKL. Praktikan 
banyak bertanya terkait ketentuan-ketentuan yang ada dari berbagai pihak di KPP 
Pratama Jakarta Pasar Rebo dan BAAK UNJ untuk berkonsultasi mengenai surat 
menyurat, serta memberikan tanggapan bahwa tidak ada ketentuan dari KPP 
Pratama Jakarta Pasar Rebo atas informasi yang baru ditetapkan.  
3. Banyaknya arsip data yang terpisah membuat praktikan harus lebih teliti dalam 
mencari, menyortir, dan mencocokkan surat. Praktikan mencari surat yang belum 
lengkap dari pegawai yang biasa mengurus surat-surat terkait. 
 
B. Saran 
Dari kesimpulan yang tertera di atas, praktikan dapat memberikan saran kepada 
mahasiswa lain yang akan melaksanakan PKL, pihak Fakultas Ekonomi Universitas 







1. Menyiapkan diri dengan mencari informasi terkait tempat PKL yang sesuai 
dengan jurusan terkait serta administrasi yang dibutuhkan. 
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan mematuhi peraturan 
instansi tempat praktik agar menjaga nama baik universitas. 
3. Menjalin hubungan baik dengan pegawai instansi agar dapat memperoleh 
informasi dan pengetahuan terkait dengan bidang kerja yang dilaksanakan. 
Bagi universitas: 
1. Menjalin hubungan baik dengan berbagai institusi, lembaga, maupun perusahaan 
yang berpotensi mengembangkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa yang 
akan melaksanakan PKL. 
2. Meningkatkan kualitas pelayanan akademik secara menyeluruh, khususnya pada 
sistem administrasi. 
3. Memberikan pelatihan sebelum mahasiswa melaksanakan PKL. 
Bagi instansi atau perusahaan: 
1. Meningkatkan nilai integritas baik pada kepada sesama pegawai, satuan kerja, 
lingkungan, serta masyarakat sekitar instansi. 
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak. 
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Lampiran 3: Log Harian PKL 
No.  Hari/Tanggal  Uraian Kegiatan  Paraf  
1.  
Senin, 29 Juli 
2019  
• Perkenalan dengan pembimbing bagian Pelayanan  
• Menyortir Surat Keterangan Tidak Dipungut PPN 
(SKTD) tahun 2017 
• Menyortir Surat Keterangan Tidak Dipungut PPN 
(SKTD) tahun 2018 
• Menyortir Surat Keterangan Bebas (SKB) tahun 2018 
• Memisahkan Surat Keterangan Tidak Dipungut 
(SKTD), Surat Keterangan Bebas pajak (SKB), dan 
penolakan Surat Keterangan Bebas pajak (SKB). 
  
2.  
Selasa, 30 Juli 
2019  
• Memasukkan data Surat Keterangan Tidak Dipungut 
(SKTD) tahun 2017 
• Memasukkan data Surat Keterangan Tidak Dipungut 
(SKTD) tahun 2018 
  
3.  
Rabu, 31 Juli 
2019  
• Memasukkan data Surat Keterangan Tidak Dipungut 
(SKTD) tahun 2018 
• Memisahkan Surat Keterangan Tidak Dipungut 




Agustus 2019  
• Melakukan pemberkasan data Wajib Pajak sebagai 
arsip di Ruang Pemberkasan Data 
• Menyortir arsip sesuai dengan kecamatan Cipayung, 
Ciracas, dan Pasar Rebo dilihat dari NPWP dan nama 
wajib pajak 





Agustus 2019  
• Melakukan pemberkasan data Wajib Pajak sebagai 
arsip di Ruang Pemberkasan Data 
• Menyortir arsip sesuai dengan kecamatan Cipayung, 





Agustus 2019  
• Menyortir arsip sesuai dengan kecamatan Cipayung, 
Ciracas, dan Pasar Rebo dilihat dari NPWP dan nama 
wajib pajak 








Agustus 2019  
• Melakukan pemberkasan data Wajib Pajak sebagai 
arsip di Ruang Pemberkasan Data 
• Menyortir arsip sesuai dengan kecamatan Cipayung, 
Ciracas, dan Pasar Rebo dilihat dari NPWP dan nama 
wajib pajak 




No.  Hari/Tanggal  Uraian Kegiatan  Paraf  
8.  
Rabu, 07 
Agustus 2019  
• Melakukan pemberkasan data Wajib Pajak sebagai 
arsip di Ruang Pemberkasan Data 
• Menyortir arsip sesuai dengan kecamatan Cipayung, 





Agustus 2019  
• Memasukkan data Surat Teguran wajib pajak yang 
sudah ditandatangani 
• Memisahkan Surat Keterangan Tidak Dipungut 
(SKTD) untuk dikirimkan kepada Kantor Pelayanan 




Agustus 2019  
• Melakukan pemberkasan data Wajib Pajak sebagai 
arsip di Ruang Pemberkasan Data 
• Menyortir arsip sesuai dengan kecamatan Cipayung, 





Agustus 2019  
• Memberi nomor surat Nota Dinas 
• Memisahkan Surat Keterangan Tidak Dipungut 
(SKTD) untuk dikirimkan kepada Kantor Pelayanan 
Pajak tertuju beserta arsipnya 
• Mencatat alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
untuk pengiriman Surat Tidak Dipungut (SKTD) 




Agustus 2019  
• Melakukan pemberkasan data Wajib Pajak sebagai 
arsip di Ruang Pemberkasan Data 
• Menyortir arsip sesuai dengan kecamatan Cipayung, 





Agustus 2019  
•  Memasukkan data Surat Keterangan Tidak Dipungut 








Agustus 2019  
• Memisahkan Surat Keterangan Tidak Dipungut 
(SKTD) untuk dikirimkan kepada Kantor Pelayanan 
Pajak tertuju beserta arsipnya 
• Mencatat alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
untuk pengiriman Surat Tidak Dipungut (SKTD) 
kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama tertuju 
  
 
No.  Hari/Tanggal  Uraian Kegiatan  Paraf  
15.  
Jumat, 16 
Agustus 2019  
• Memasukkan data Surat Teguran wajib pajak yang 
sudah ditandatangani 
• Memberi nomor surat Nota Dinas 
• Memisahkan Surat Keterangan Tidak Dipungut 
(SKTD) untuk dikirimkan kepada Kantor Pelayanan 
Pajak tertuju beserta arsipnya 
• Mencatat alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
untuk pengiriman Surat Tidak Dipungut (SKTD) 




Agustus 2019  
• Memasukkan data Surat Teguran wajib pajak yang 
sudah ditandatangani 
• Memberi nomor surat Nota Dinas 
• Memisahkan Surat Keterangan Tidak Dipungut 
(SKTD) untuk dikirimkan kepada Kantor Pelayanan 
Pajak tertuju beserta arsipnya 
• Mencatat alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
untuk pengiriman Surat Tidak Dipungut (SKTD) 




Agustus 2019  
• Memberi nomor surat Nota Dinas 
• Memisahkan Surat Keterangan Tidak Dipungut 
(SKTD) untuk dikirimkan kepada Kantor Pelayanan 
Pajak tertuju beserta arsipnya 
• Mencatat alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
untuk pengiriman Surat Tidak Dipungut (SKTD) 




Agustus 2019  
• Memasukkan dan mengarsipkan data Surat Teguran 
bulan Agustus 




Agustus 2019  
• Memasukkan data Surat Teguran wajib pajak yang 
sudah ditandatangani 
• Memberi nomor surat Nota Dinas 







No.  Hari/Tanggal  Uraian Kegiatan  Paraf  
20.  
Selasa, 27 
Agustus 2019  
• Memberi nomor surat Nota Dinas 
• Memisahkan Surat Keterangan Tidak Dipungut 
(SKTD) untuk dikirimkan kepada Kantor Pelayanan 
Pajak tertuju beserta arsipnya 
• Mencatat alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
untuk pengiriman Surat Tidak Dipungut (SKTD) 




Agustus 2019  
• Menyortir Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) 
tahun 2018 berdasarkan Nota Dinas 
• Memisahkan Surat Keterangan Tidak Dipungut 
(SKTD) untuk dikirimkan kepada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama tertuju beserta arsipnya 
• Mencatat alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
untuk pengiriman Surat Tidak Dipungut (SKTD) 




Agustus 2019  
• Menyortir Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) 
tahun 2018 berdasarkan Nota Dinas 




Agustus 2019  
• Menyortir Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) 
tahun 2018 berdasarkan Nota Dinas 
• Memberi nomor surat Nota Dinas 
• Memisahkan Surat Keterangan Tidak Dipungut 
(SKTD) untuk dikirimkan kepada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama tertuju beserta arsipnya 
• Mengucapkan pamit kepada seluruh pegawai Seksi 






























Lampiran 6: Permohonan Sertifikat Elektronik 




































I, II,III, dan IV 
Sub Bagian Umum 
dan  
Kepatuhan Internal 



















Lampiran 10: Format Saran dan Perbaikan PKL 
